KEPALA DESA BANYUDONO

KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BANYUDONO

NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANYUDONO NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUDONO,

Bahwa sehubungan adanya perubahan tata kelola
keuangan desa dan perubahan pendapatan serta
belanja desa, perlu melakukan perubahan rencana
kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (P-RKPDesa) Tahun 2024.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan



10.

11.

12.

13.

14.

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tentang 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama
Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 18 Tahuri 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 No 1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umurn Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 nomor 530);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023

Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6 );
Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak
Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 nomor
12);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019
tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten
Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2019 Nomor 13 );

Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa



29.

30.

31.

32.

33.

Memperhatikan : 1.

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor
12);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 tahun 2022
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2023 Nomor 38);

Peraturan Bupati Magetan Nomor ... Tahun 2023
tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor . . . );
Peraturan Bupati Magetan Nomor ... Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor ....);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor
44);

Peraturan Desa Banyudono Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banyudono
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Banyudono
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun
2020 - 2025 (Lembaran Desa Banyudono Tahun 2022
Nomor 4);

Peraturan Desa Banyudono Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5
Tahun 2018 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran

Desa Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUDONO



Menetapkan

Diundangkan di
Pada tanggal

e

LEMBARAN DESA BANYUDONO TAHUN 2023 NOMOR 6

DAN
KEPALA DESA BANYUDONO

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DESA BANYUDONO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Pasal 1
Lampiran Matriks Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Banyudono
Pada tanggal : 30 Desember 2023

: Banyudono
: 30 Desember 2023




Lampiran

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2024
DESA : Banyudono
KECAMATAN : Ngariboyo
KABUPATEN : Magetan
PROVINSI : Jawa Timur
Bidang/ Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan
Sasaran/ Waktu Kerjasa Rencana
No SDGs| Lokasi | Volume Manfaat Pelaksan swakel| ma Kerjasam| Pelaksana
Bidang Jenis Kegiatan antaa aan Jumlah (Rp) Sumber aPihak | Kegiatan
ola | Antar .
Ketiga
Desa
a b c d e f q h i | k / m n
1 Bidang Penyelenggaraan . . Desa Pemerintah
. 1 |Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2024 48.300.000 ADD S
Pemerintah Desa Banyudono Desa
2 |Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Desa Pemerintah 2024 326.560.000 ADD S
Banyudono Desa
3 Jaminan Soglal Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Desa Pemerintah 2024 93.040.000 ADD N
Ketenagakerjaan) Banyudono Desa
4 |Operasional Pemerintah Desa Dari Dana Desa Desa Pemerintah | =54 250000000  ADD N
Banyudono Desa
5 |Operasional Pemerintah Desa Desa Pemerintah | =54 58.900.0000  ADD N
Banyudono Desa
6 [Tunjangan BPD Desa Pemerintah | =54 44.800.000,  ADD N
Banyudono Desa
7 |Operasional BPD Desa Pemerintah | =54 700.000,  ADD N
Banyudono Desa
8 |InsentiflOperasional RTIRW Desa Pemerintah | =54 324000000  ADD N
Banyudono Desa
. . Desa Pemerintah
9 |Uang Duka Kepala Desa yang meninggal dunia Banyudono Desa 2024 6.000.000 ADD S
. . Desa Pemerintah
10 |Uang Duka Perangkat Desa yang meninggal dunia Banyudono Desa 2024 4.100.000 ADD S
11 |Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari bengkok Desa Pemerintah 2024 50.000.000]  Bengkok S
Banyudono Desa
12 |Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari bengkok Desa Pemerintah 2024 125.000.000]  Bengkok S
Banyudono Desa
13 |Penyediaan Sarana Perkantoran Desa Pemerintah | =54 525500000  ADD N
Banyudono Desa
14 |Pemutakhiran Profil Desa (IDM, SDGs, Prodeskel) Desa Pemerintah | =54 13.500.000{  ADD N
Banyudono Desa
15 |Musyawarah Perencanaan Desa/Reguler Desa Pemerintah 2024 5.270.000 ADD S
Banyudono Desa




Bidang/ Jenis Kegiatan

Biaya dan Sumber Pembiayaan

Pola Pelaksanaan

Sasaran/ Waktu Kerjasa Rencana
No SDGs| Lokasi | Volume Manfaat Pelaksan swakel| ma Kerjasam| Pelaksana
Bidang Jenis Kegiatan aniaa aan Jumlah (Rp) Sumber aPihak | Kegiatan
ola | Antar .
Ketiga
Desa
a b c d e f q h i | k / m n
16 |Musyawarah Desa Lainnya/Non Reguler (4x) Desa Pemerintah 2024 8.500.000 ADD S
Banyudono Desa
17 |Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2024 Desa Pemerintah | =54 15.370.000  ADD N
Banyudono Desa
18 |Penyusunan P-APBDesa Tahun Anggaran 2023 Desa Pemerintah | =54 5370000  ADD N
Banyudono Desa
19 |Penyusunan APBDesa tahun Anggaran 2024 Desa Pemerintah | =54 5370000  ADD N
Banyudono Desa
20 |Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD 2023) Desa Pemerintah | =54 8.770.000  ADD N
Banyudono Desa
21 [Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa Pemerintah 2024 4.900.000 ADD S
Banyudono Desa
22 |Dukungan Sosialisasi & Pelaksanaan Pilkades Desa Pemerintah | =54 36.000.0000  ADD N
Banyudono Desa
23 [Kerjasama Antar Desa (Jaga Desa & Bimtek Perangkat Desa) Desa Pemerintah 2024 5.000.0000 BHPRD S
Banyudono Desa
24 |Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pemerintah | =54 10.082.000|  BHPRD N
Banyudono Desa
JUMLAH BIDANG 1 915.482.000
2 Bidang Pelaksanaan 1 |Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa Desa Masyarakat | = 728000000 DD v
Pembangunan Desa Banyudono Desa
Bantuan Pendidikan Anak Kurang Mampu Desa Masyarakat | - ) 50000000 DD N
Banyudono Desa
2 |Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa Desa Masyarakat 2024 6.500.000 DD S
Banyudono Desa
Desa Masyarakat
3 |Penyelenggaraan Posyandu Banyudono Desa 2024 115.110.000 DD S
4 Fasilitasi pengggahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak Desa Masyarakat 2024 1950000 DD N
menular / sakit jiwa Banyudono Desa
5 |Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Desa Masyarakat | = ) 423500000 DD N
Banyudono Desa
6 |Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Desa Masyarakat 2024 65.000.000 DD S
Banyudono Desa
7 |Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Desa Masyarakat 2024 310.000.000 DD S
Banyudono Desa
8 |Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Desa Masyarakat 2024 405.000.000 DD S
Banyudono Desa




Bidang/ Jenis Kegiatan

Biaya dan Sumber Pembiayaan

Pola Pelaksanaan

Sasaran/ Waktu Kerjasa Rencana
No SDGs| Lokasi | Volume Manfaat Pelaksan swakel| ma Kerjasam| Pelaksana
Bidang Jenis Kegiatan aniaa aan Jumlah (Rp) Sumber aPihak | Kegiatan
ola | Antar .
Ketiga
Desa
a b c d e f q h i | k / m n
9 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa Desa Masyarakat 2024 40.000.000 DD S
Banyudono Desa
10 |Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Masyarakat | = 5 300000000 DD N
Banyudono Desa
11 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Desa Masyarakat 2024 15.000.000 DD S
Banyudono Desa
JUMLAH PER BIDANG 2 1.108.010.000
3 Bidang Pembinaan 1 |Pengadaan Seragam SATLINMAS Desa Masyarakat | - ) 14950000 DD J
Kemasyarakatan Banyudono Desa
9 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Desa Masyarakat 2024 6.550.000 DD N
Pemdes Banyudono Desa
3 |Lomba Poskamling Desa Masyarakat | )y 7000000 DD N
Banyudono Desa
4 |Lomba Satinmas Desa Masyarakat | = 5094 7.0000000 DD \
Banyudono Desa
5 |Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Desa Masyarakat 2024 6.550.000 DD S
Banyudono Desa
6 [Pembinaan Group Hadroh Desa Masyarakat | 5 10000000 DD N
Banyudono Desa
6 |Pengadaan Peralatan Hadroh Desa Masyarakat | - ) 2000000 DD N
Banyudono Desa
7 |Kajian & Tafsir Al-Quran Desa Masyarakat | = o 12000000 DD N
Banyudono Desa
8 |Peringatan Hari Besar Islam Desa Masyarakat | = ) 112000000 DD N
Banyudono Desa
8 |Peringatan Hari Besar Negara Desa Masyarakat 2024 33.000.000 DD S
Banyudono Desa
8 |Parade Senja Desa Masyarakat | = ) 7200000 DD N
Banyudono Desa
9 |Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga (Volly) Desa Masyarakat 2024 7.200.000 DD S
Banyudono Desa
10 |Rebahilitasi Lapangan+Perlengkapan Olahraga Desa Masyarakat 2024 30.000.000 DD S
Banyudono Desa
11 [Pembinaan PKK Desa Masyarakat | = 0oy 54765000 DD \
Banyudono Desa
JUMLAH PER BIDANG 3 189.615.000
4 Bidang Pemberdayaan | 4|5 i icatan Produksi Tanaman Pangan Desa Masyarakat | = ) 30.000.000 DD N
Masyarakat Banyudono Desa




Bidang/ Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan
Sasaran/ Waku Kerjasa Rencana
No SDGs| Lokasi | Volume Manfaat Pelaksan swakel| ma Kerjasam| Pelaksana
Bidang Jenis Kegiatan antaa aan | Jumlah(Rp) |  Sumber aPihak | Kegiatan
ola | Antar .
Ketiga
Desa
a b c d e f q h i | k / m n
2 |Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak (Pembinaan Remaja) Desa Masyarakat 2024 5.600.000 DD \
Banyudono Desa
3 |Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa Masyarakat 2024 6.700.000 DD \
Banyudono Desa
Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga/UP2PK (Bantuan Desa Masyarakat
4 Modal Usaha UMKM) Banyudono Desa 2024 5.000.000 DD v
Fasilitasi terhadap kelompok rentan/masyarakat miskin, perempuan, anak Desa Masyarakat
5 dan difabel (Santunan Dhuafa) Banyudono Desa 2024 3.000.000 DD v
I Desa Masyarakat
6 |Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung KB Banyudono Desa 2024 3.000.000 DD S
7 |Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Desa Pemerintah 2024 10.000.000 DD \
Banyudono Desa
8 |Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa (5x) Desa Pemerintah 2024 2.500.000 DD \
Banyudono Desa
9 Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa Desa Pemerintah 2004 12,000,000 DD N
(Operator Desa) Banyudono Desa
JUMLAH PER BIDANG 4 77.800.000 DD
5 Bidang Penanggulangan 1 [Penanggulangan Bencana Desa Masyarakat 2024 25.000.000 DD S
Bencana, Darurat dan Banyudono Desa
Mendesak Desa 2 |Penanganan Kegiatan Mendesak Desa ( BLT ) Desa Masyarakat | 5y 86.400.000 DD N
Banyudono Desa
JUMLAH PER BIDANG 5 111.400.000
TOTAL 2.402.307.000
| Penyertaan Modal BUMDesa [ 50.000.000 |

Banyudono, 30 Desember 2023
Disusun oleh:

YUSYP SETIYONO




